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PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR DI KABUPATEN
MAGELANG
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Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu pilar utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki
kewenangan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif
melalui kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut,
Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di
Daerah.

Peraturan daerah ini hadir sebagai instrumen hukum yang
memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan
kepada pelaku usaha dan investor melalui berbagai bentuk insentif maupun
kemudahan pelayanan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menarik
investasi baru, tetapi juga memperkuat pelaku usaha lokal agar mampu
berkembang secara berkelanjutan.

A. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda ini didasarkan pada kebutuhan daerah untuk
meningkatkan = pertumbuhan ekonomi secara terencana dan
berkelanjutan. Investasi dipandang sebagai faktor penting dalam
mendorong aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta
meningkatkan pendapatan masyarakat.
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Selain itu, dinamika perkembangan dunia usaha menuntut adanya
kepastian hukum dan kemudahan pelayanan bagi investor. Tanpa
adanya regulasi yang jelas, proses investasi berpotensi mengalami
hambatan administratif maupun ketidakpastian kebijakan.

Peraturan daerah ini juga merupakan bentuk implementasi
kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional
terkait peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, sekaligus
menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi Kabupaten
Magelang.

B. Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pada bagian ketentuan umum, Perda menjelaskan istilah-istilah
penting yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Definisi mengenai
pemerintah daerah, masyarakat, investor, insentif, dan kemudahan
menjadi acuan dalam memahami substansi pengaturan.

Insentif dimaknai sebagai dukungan fiskal atau nonfiskal yang
diberikan pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan usaha tertentu.
Sementara itu, kemudahan merujuk pada penyederhanaan prosedur
pelayanan dan pemberian fasilitas guna mempercepat realisasi kegiatan
usaha atau investasi.

Ruang lingkup pengaturan mencakup:

prinsip pemberian insentif dan kemudahan;
kriteria penerima;

bentuk fasilitas yang diberikan;

mekanisme pengajuan dan penetapan;
pembinaan dan pengawasan;

evaluasi pelaksanaan kebijakan.
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C. Maksud dan Tujuan Kebijakan

Pemberian insentif dan kemudahan memiliki maksud untuk
meningkatkan peran investasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah
daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung
pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat.

Tujuan utama kebijakan ini meliputi:

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
mendorong pemerataan pembangunan;
meningkatkan daya tarik investasi;
memperluas lapangan kerja;

meningkatkan kemampuan usaha masyarakat;
memperkuat struktur ekonomi daerah.
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Dengan adanya kebijakan ini, investasi diharapkan menjadi katalis
pembangunan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan
masyarakat.

D. Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan

Perda menegaskan bahwa pemberian insentif dan kemudahan
dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

transparansi dalam proses pemberian fasilitas;
akuntabilitas penggunaan sumber daya daerah;
keadilan bagi seluruh pelaku usaha;

efisiensi pelayanan publik;

keberlanjutan pembangunan;

kepastian hukum.
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Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan tidak diberikan secara
sembarangan, melainkan melalui proses yang objektif dan terukur.

E. Subjek Penerima Insentif dan Kemudahan

Peraturan daerah ini memberikan kesempatan yang luas bagi
berbagai pihak untuk memperoleh fasilitas daerah. Penerima kebijakan
meliputi masyarakat pelaku usaha maupun investor.

Kelompok penerima antara lain:

pelaku usaha perorangan;

koperasi;

usaha mikro, kecil, dan menengah;

badan usaha nasional;

penanam modal sesuai ketentuan hukum.
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Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi
daerah tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pada
penguatan ekonomi lokal.

F. Bentuk Insentif yang Dapat Diberikan

Pemerintah daerah dapat memberikan berbagai bentuk insentif
sesuai kewenangan yang dimiliki. Insentif tersebut dirancang untuk
mengurangi beban usaha dan meningkatkan daya tarik investasi.

Bentuk insentif meliputi:

1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;

2. keringanan retribusi daerah;

3. bantuan atau dukungan tertentu sesuai kemampuan keuangan
daerah;

4. fasilitasi promosi usaha;

5. dukungan pengembangan usaha.
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Pemberian  insentif = dilakukan  secara  selektif = dengan
mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

G. Bentuk Kemudahan bagi Pelaku Usaha dan Investor

Selain insentif, pemerintah daerah memberikan kemudahan
administratif yang bertujuan mempercepat proses investasi. Kemudahan
ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik.
Kemudahan yang dapat diberikan antara lain:

percepatan pelayanan perizinan berusaha;
penyediaan informasi potensi investasi;

fasilitasi koordinasi antarinstansi;

pendampingan proses administrasi;

dukungan akses terhadap layanan pemerintah daerah.
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Kemudahan tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan
birokrasi yang sering dihadapi pelaku usaha.

H. Kriteria Penilaian Penerima Fasilitas

Agar pemberian insentif tepat sasaran, Perda menetapkan
sejumlah kriteria penilaian. Pemerintah daerah mempertimbangkan
dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan usaha yang diajukan.

Kriteria tersebut meliputi:

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
penyerapan tenaga kerja lokal;

penggunaan sumber daya lokal;

inovasi dan teknologi;

keberlanjutan lingkungan;

kemitraan dengan usaha lokal.
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Penilaian dilakukan secara objektif melalui evaluasi teknis oleh
perangkat daerah terkait.

I. Tata Cara Pengajuan dan Penetapan

Proses pemberian insentif dilakukan melalui tahapan administratif
yang jelas. Pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan kepada
pemerintah daerah disertai dokumen pendukung.

Tahapan proses meliputi:

pengajuan permohonan;

verifikasi administrasi;

evaluasi teknis;

pemberian rekomendasi;

penetapan keputusan oleh kepala daerah.
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Prosedur ini bertujuan memberikan kepastian proses sekaligus
menjaga transparansi pelayanan.

J. Hak dan Kewajiban Penerima

Penerima insentif memiliki hak memperoleh fasilitas sesuai
keputusan pemerintah daerah. Namun demikian, mereka juga memiliki
kewajiban yang harus dipenubhi.

Kewajiban tersebut antara lain:

menjalankan usaha sesuai rencana investasi;
mematuhi seluruh ketentuan hukum;

menjaga kelestarian lingkungan;

melaporkan perkembangan usaha secara berkala;
memenuhi komitmen investasi yang telah disepakati.
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Pengaturan ini memastikan bahwa manfaat kebijakan sejalan
dengan kepentingan pembangunan daerah.

K. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan untuk membantu
pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.
Pembinaan dapat berupa pendampingan, fasilitasi konsultasi, maupun
koordinasi lintas sektor.

Selain pembinaan, dilakukan pula pengawasan melalui monitoring
dan evaluasi berkala. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa insentif
digunakan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi daerah.

L. Evaluasi dan Pencabutan Insentif

Perda memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif. Evaluasi
dilakukan secara periodik berdasarkan laporan dan hasil pengawasan.

Insentif dapat dihentikan atau dicabut apabila penerima:

tidak memenuhi komitmen investasi;

melanggar ketentuan hukum;

tidak melaksanakan kegiatan usaha;

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan.
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Ketentuan ini menjadi mekanisme kontrol agar kebijakan tetap akuntabel.
M. Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan

Pendanaan pelaksanaan kebijakan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan transparan untuk
memastikan keberlanjutan program pemberian insentif.

N. Peran Strategis Perda dalam Pembangunan Daerah

Peraturan daerah ini memiliki peran strategis dalam memperkuat
ekosistem investasi di Kabupaten Magelang. Melalui pemberian insentif
dan kemudahan, pemerintah daerah berupaya menciptakan hubungan
yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan mampu:

meningkatkan aktivitas ekonomi;

memperkuat sektor usaha lokal;

mendorong inovasi ekonomi;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
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Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada
Masyarakat dan/atau Investor di Daerah merupakan kebijakan strategis
yang dirancang untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah
melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

Melalui pengaturan yang komprehensif, pemerintah daerah
menyediakan kerangka hukum yang memberikan kepastian,
kemudahan pelayanan, serta dukungan nyata bagi masyarakat dan
investor. Implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif
menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang inklusif, kompetitif,
dan berkelanjutan.

Sumber Referensi :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2025
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